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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi belum cukup memadai dalam
mencegah kejahatan dunia maya (cyber crime). Hal dapat dilihat mengenai
pertanggungjawaban pidana badan publik. Sebagai subjek hukum, badan
publik dapat melakukan pertanggungjawaban hukum ketika terbukti
memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan pidana. Namun demikian, di dalam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
pertanggungjawaban hukum badan publik tidak diatur secara jelas dan tegas.
Unsur “setiap orang” di dalam rumusan pasal 67 UUPDP sama sekali kurang
memberikan  kejelasan  apakah  badan  publik dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sementara PT. BPJS sebagai badan
publik yang menyimpan dan mengelola data pribadi masyarakat sering
mengalami kebocoran data yang kemudian dijual secara ilegal oleh oknum-

oknum yang tidak bertanggungjawab.

Ketiadaan aturan yang jelas dan tegas dalam UUPDP telah menimbulkan
ketidakpastian hukum. Gustav Radbruch dalam teorinya menerangkan bahwa
kepastian hukum harus muncul di dalam norma hukum positif, dalam hal ini
adalah UUPDP, jika tidak maka hukum tersebut bukanlah hukum yang baik
karena menciptakan ketidakadilan. sebaliknya, norma hukum yang
memberikan kepastian tentu akan melahirkan keadilan. Dengan demikian,

kasus kebocoran data pada PT. BPJS telah melahirkan ketidakpastian hukum,



karena BPJS dipercayakan menyimpan dan mengelola data pesertanya bocor
dan diperjualbelikan secara ilegal. Akibatnya, subjek data pribadi mengalami

ketidakadilan.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tesis ini, maka peneliti menyarankan

beberapa hal:

1. Sebaiknya PT. BPJS melakukan perbaikan sistem pengamanan data digital
secara serius sehingga tidak terulan lagi kasus kebocoran data pesertanya.
2. Sebaiknya Pemerintah dan DPR merevisi UUPDP sehingga ada pasal yang
menerangkan pertanggungjawaban pidana badan publik yang lalai dalam

menyimpan dan mengelola data pribadi.
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<—‘ Revien BPJS -

14 Oktober 2023

Selamat sore pak Revien. Mohon izin
update, mengingat waktu penulisan
saya yang semakin menipis pak, dari
dosen saya memberikan opsi ke saya
untuk menggunakan data dari ahli pak.
Jadi saya berencana untuk update ke
pak Revien terkait ini, jadi saya tidak
jadi menggunakan data dari BPJS.
Terimakasih pak Revien atas waktu dan

kesempatannya 1 Y

Sore mas, draftnya dari bagian hukum

malam ini dikirimkan ke saya 794

Jadi ndak perlu lagi ya? ., .5

Mohon maaf ya klo prosesnya lama mas
17.25

Revien BPJS
Mohen maaf ya klo prosesnya lama mas

Kendalanya apa ya pak? 17 2e

Revien BPJS
Jadi ndak perlu lagiiya?

Apabila sudah ada bisa di share juga pak
sebagai data pelengkap, bukan lagi data
utama. JI,

Karna Per tgl 25 oktober draft penulisan
saya harus sudah selesai pak, yang

2. BUKTI SURAT UNTUK PENELITIAN PADA BPJS
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1. Sdr. Aertus Yoga Sesclya adaish Mshasisws dari Univorsitas Atma Jays Yogyskarta sedang
melakukan ponelitian tentang “Analisis Hukum Kebocoran Data Pribadi Peserta BPJS Berdasarkan
Toori Kepastian Hukum”.
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3. Melalui surat dasi Kedeputian Riset Inovasi dan Pengembangan Nomor 758/ RISNOVBANG/0823
tentang zin penelitian an Albertus Yoga Sesotya, menjelaskan bahwa penelitian tersebut telah

«nmwmm‘mﬂtmmmmn&
104).

5. Bersama inlkami pula ceftar pertanyaan tersebut.

6, Apabia proses penelitien sudah selesal maka peneliti daoal menyerahkan analisis hasil
peneitian tulisan/bentuk leinnya kepada BPJUS Kesehatan dalam bentuk hardeopy atau softcopy
mmmn-*mnmmum

mm%u—mammmmmmmm
' /A Ppe Sekrmtars Bagant

Prayudi
[

Tembusan:
Sar. Albertus Yoga Sesotya

Kantor Pusat

I Letpen Suprapto Kav. 20 NO. 14, Compiela Putih
PO BOX 1391/ KT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia
Telp +62 21 421 2938 (Munting). Fax. +62 21 421 2940
www bpjs keschatan.goid
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Ka. Prodi. 52 Hukuiin
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